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PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata,
dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PAMULUNG ; Tempat tanggal lahir : Limbong, 01 Juli 1948, Jenis Kelamin:
Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan Beringin, Kelurahan Nabarua,
Kecamatan Nabarua, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
permohonan ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA ;
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire

tanggal 15 Oktober 2019 dibawah register Nomor: 56/Pdt.P/2019/PN.Nab, pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rachman K dan Sri Yuliati adalah orang tua kandung dari
Afrialdi dan sedang berdomisili di Ds. Ratulangi Kelurahan Mancane,
Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo (foto kopy Kartu Keluarga dan KTP
terlampir);

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang
antara lain anak yang ke 5 (lima) diberi nama yaitu Afrialdi lahir di Palopo
pada tanggal 13-04-1999 (Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan diligalisir).

3. Afrialdi sampai saat ini bertempat tinggal di Jalan Beringin, Kelurahan
Nabarua, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, (Fotokopy
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir).

4, Afrialdi sejak tanggal 23-06-2015 ikut Pamulung beralamat di Jalan
Beringin, Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire,

Provinsi Papua, telah ditunjuk sebagai wali tersebut selama di Nabire.
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5. Bahwa Afrialdi ingin mendaftar sebagai anggota TNl AD di Nabire
untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili di Ds. Ratulangi
Kelurahan Mancane, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Afrialdi tersebut, maka diperlukan
penetapan dari Pengadilan.

7. Bahwa pemohon adalah paman dan bersedia menjadi wali dari
Afrialdi

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam
permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Kab. Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya

menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon Pamulung sebagai wali dari Afrialdi lahir di Palopo

pada tanggal 13-04-1999, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi

anggota TNI AD di Nabire.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat
permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan
memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo,
NIK : 7373043112520033 atas nama Rachman K, Tertanggal 22 April 2012
yang di beri tanda bukti P.1 ;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo,
NIK : 7373044807580001 atas nama Sri Yuliati, Tertanggal 15 Februari
2018 yang di beri tanda bukti P.2 ;

3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9104010902050405 atas nama Kepala
Keluarga Pamulung, tertanggal 6 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, yang di beri tanda
bukti P.3 ;

4. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 131/1980 atas nama Rachman Kailingan

dengan Sri Yuliati, tertanggal 5 Juli 1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai
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Luar Biasa Catatan Sipil Daerah Tingkat Il Luwu di Palopo, yang diberi
tanda bukti P.4 ;

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran N0.549/IST/A/DIP/LU/2003 atas nama
Afrialdi, tertanggal 21 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, yang di beri tanda bukti P.5;

6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Nabire, NIK :
7373041304990001 atas nama Afrialdi, Tertanggal 10 Juli 2017 yang di beri
tanda bukti P.6 ;

7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Nabire, NIK :
9104010107480068 atas nama Pamulung, Tertanggal 3 Desember 2018
yang di beri tanda bukti P.7 ;

8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kabupaten Nabire, NIK :
9104014705580001 atas nama Yohana Latu, Tertanggal 11 Juli 2019 yang
di beri tanda bukti P.8 ;

9. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7373041101080128 atas nama Kepala
Keluarga Rachman K., tertanggal 12 Januari 2011, yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, yang di beri tanda
bukti P.9 ;

10. Asli Surat Kuasa, atas nama Rachman K. selaku orang tua Afrialdi kepada
Pamulung, yang di beri tanda bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,
P.8 dan P.9 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya keseluruhan
bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sedangkan bukti surat bertanda P.10
merupakan bukti surat asli, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan
sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elsa Pamulung ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan pengadilan
menjadi wali dari Afrialdi;

- Bahwa maksud pemohon meminta untuk diangkat sebagai wali adalah agar
saudara Afrialdi dapat memenuhi persyaratan kelengkapan pendaftaran
menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di
Nabire, Papua ;

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari Afrialdi;
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- Bahwa Afrialdi lahir di Palopo pada tanggal 13 April 1999, saat ini berumur 20
(dua puluh) tahun ;

- Bahwa Afrialdi adalah anak kandung dari pasangan suami istri Rachman K
dan Sri Yuliati;

- Bahwa Afrialdi adalah anak kandung kelima dari lima bersaudara ;

- Bahwa kedua orang tua kandung Afrialdi saat ini masih hidup namun
berdomisili di Palopo, Sulawesi Selatan ;

- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini saudara Afrialdi telah
tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Beringin,
Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat kuasa dari orang tua kandung Afrialdi
kepada pemohon;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di
Nabire;

- Bahwa pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rokhani serta
berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Afrialdi ;

2. Saksi Felogau ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan pengadilan
menjadi wali dari Afrialdi;

- Bahwa maksud pemohon meminta untuk diangkat sebagai wali adalah agar
saudara Afrialdi dapat memenuhi persyaratan kelengkapan pendaftaran
menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di
Nabire, Papua ;

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari Afrialdi;

- Bahwa Afrialdi lahir di Palopo pada tanggal 13 April 1999, saat ini berumur 20
(dua puluh) tahun ;

- Bahwa Afrialdi adalah anak kandung dari pasangan suami istri Rachman K
dan Sri Yuliati;

- Bahwa Afrialdi adalah anak kandung kelima dari lima bersaudara ;

- Bahwa kedua orang tua kandung Afrialdi saat ini masih hidup namun
berdomisili di Palopo, Sulawesi Selatan ;

- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini saudara Afrialdi telah
tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Beringin,
Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat kuasa dari orang tua kandung Afrialdi

kepada pemohon;
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- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di
Nabire;

- Bahwa pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rokhani serta
berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Afrialdi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon
membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu
hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala
hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan
dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang
berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata telah bersesuaian dengan aslinya keseluruhan bukti surat tersebut
telah bermaterai cukup sedangkan bukti surat bertanda P.10 merupakan bukti
surat aslidan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah
sumpabh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yakni Foto
copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Pamulung, diperoleh fakta
hukum bahwa pengajuan Permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri
Nabire adalah sesuai dengan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yakni Akta
Perkawinan dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa
sebelumnya telah terjadi pernikahan antara Rachman K dengan Sri Yuliati
sehingga keduanya adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat
bertanda P.5 yakni Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta hukum bahwa dari
pernikahan antara Rachman K dengan Sri Yuliati tersebut pada tanggal 13 April
1999 telah lahir anak laki-laki yang bernama Afrialdi;

Menimbang, bahwa anak yang bernama : Afrialdi tersebut pada saat ini
berkeinginan mendaftarkan diri masuk menjadi anggota Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Kabupaten Nabire, Papua, namun kedua
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orang tua kandung Afrialdi saat ini berdomisili di Polopo, Sulawesi Selatan (Vide
bukti P.1,P.2, P.9 dan P.10) sehingga diperlukan adanya wali sebagai salah satu
persyaratan untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 yakni surat kuasa
dari Rachman K selaku orang tua kandung dari Afrialdi dihubungkan dengan
keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa ayah kandung Afrialdi
yang berada di Kota Palopo telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk
menjadi wali bagi anak dari Rachman K dan Sri Yuliati yang bernama Afrialdi
yang akan mengikuti tes TNI-AD di Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa Anak
yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua,
berada dibawah kekuasaan wali, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa
perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta
bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa wali
sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang
sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat bertanda P.6
dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan
saksi-saksi diketahui bahwa Afrialdi sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat
ini telah tinggal bersama dengan Pemohon selaku Pamannya di Jalan Beringin,
Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku (vide : UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975) yang berada
di bawah Perwalian adalah anak dibawah usia 18 tahun, sedangkan Afrialdi saat
ini telah berusia 20 (dua puluh) tahun lebih, namun oleh karena persyaratan
khusus diperuntukkan melamar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat (TNI-AD) yang diwajibkan padanya, maka secara eksepsional
permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Nabire membaca surat

permohonan Pemohon berikut dengan surat-surat buktinya, dan mendengar
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keterangan saksi serta keterangan Pemohon di persidangan ternyata satu sama

lain saling berkaitan dan berhubungan, sehingga Pemohon dapat membuktikan

tentang perwalian atas anak laki-laki bernama : Afrialdi, lahir di Palopo pada

tanggal 13 April 1999 anak laki-laki dari pasangan suami istri Rachman K

dengan Sri Yuliati;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan tersebut diatas, segala
persyaratan hukum telah dipenuhi oleh Pemohon sehingga oleh karenanya
permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat
keperdataan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan
kepada pemohon ;

Mengingat, Pasal 50 ayat 1 dan 2 dan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang
Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG, Pasal 27 ayat 2 Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan -
ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang
bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan Pemohon yang bernama Pamulung sebagai wali dari Afrialdi
lahir di Palopo pada tanggal 13 April 1999, untuk kelengkapan pendaftaran
menjadi anggota TNI AD di Nabire;

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 21 OKTOBER 2019 oleh

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H. Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan

Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu FERA THOMAS

TANDUK, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan

dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, Hakim,
FERA THOMAS TANDUK, S.H. RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.
Perician Biaya :
Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasan : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 80.000,-
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PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu
rupiah)
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